N,
=
&g,“.' 4
Y g

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENIMBANG

MENGINGAT

NOMOR 188/ 5659
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2020

bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat,
terbatas dan rahasia sesuai dengan undang-undang
kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi;

bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 57);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor | Tahun 2018 tentang  Kelembagaan
PemerintahDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188/ Tahun
2020

MEMUTUSKAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan
ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188/ Tahun
2020 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi




